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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini

dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK: xxx, Nomor HP: xxx, Email : xxx, lahir di Jakarta,xxx, Umur 26 tahun,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA,
tempat kediaman di xxx, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan :

Xxx, NIK: xxx, Nomor HP: xxx,tempat tanggal lahir di Jakarta, xxx, Umur 23
tahun, agama Islam, pekerjaanlbu Rumah Tangga, pendidikan
SMP, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik pada
tanggal 06 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Barat, dengan Nomor : 1814/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 06 Mei 2023,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 16 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga,
mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
bercampur (badha dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah
dikaruniai seorang anak yang bernama, xxx;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keharmonisan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran
yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Termohon memiliki Laki-laki Idaman Lain dan telah memiliki
anak dengan laki-laki tersebut yang hal ini diketahui sendiri oleh
Pemohon;

4.2. Bahwa pada terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon
sering melakukan kekerasan secara verbal seperti merendahkan dan
menghina Pemohon;

4.3. Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;

4.4. Bahwa Termohon kurang mendengarkan arahan atau nasihat dari
Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang tidak dihargai oleh
Termohon;

4.5. Bahwa Termohon kurang terbuka dalam urusan pribadi dan
keuangannya terhadap Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi padatanggal 6 Juni 2020, yang mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang pergi meninggalkan
kediaman bersama terakhir ialah Termohon dan saat ini tinggal di alamat
xxX. Serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
berhubungan badan selayaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cqg. Majelis Hakim untuk

berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu
Raji terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Jakarta Barat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsidair:

Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
bersama telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon
telah tidak datang ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
sebagai Kuasa Hukumnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian
pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Pemohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti

semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon

Putusan nomor : 1814/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru seumur jagung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum
begitu banyak mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia seorang anak yang masih
kecil serta perlu bimbingan dari kedua orang tuanya, oleh karena itu Pemohon
harus sabar dalam menghadapinya. Dalam rumah tangga harus saling
mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling
menghargai, oleh karena itu Pemobon harus berfikir ulang untuk bercerai
dengan Termohon, akan tetapi nasehat Majlis Hakim Tersebut tidak berhasil
karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia
nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka diperintahkan kepada Pemohon
dan Termohon tentang pentingnya mediasi. Akan tetapi karena pihak Termohon
telah tidak datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan,
sehingga Perma nomor | tahun 2016 tidak bisa dipedomani;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang
telah di daftarkan secara elektronik pada tanggal 06 Juni 2023 nomor
1814/Pdt.G/2023/ PA.JB, dimana Pemohon tetap seperti yang tercantum
dalam surat permohonan Pemohon, yaitu bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : xxx tertanggal 16 Juli 2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.
Telah dicocokan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi
meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengat keterangannya dibawah

sumpah, masing-masing bernama: ;

1. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di
xxx. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung dari Pemohon dan saksi

kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
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- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tahu dan
hadir mereka menikah belum lama, yaitu pada tahun 2018 di Wilayah
KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di xxx,
hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan
mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxx;

- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon hanya rukun sebentar saja, sekitar hanya satu minggu saja,
karena sejak tanggal awal bulan Januari 2020 yang lalu rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan perteng-
karan antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih
dari dua kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita
bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
adalah karena “Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai
seorang istri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering
membantah dan kurang perhatian kepada Pemohon sehingga Termohon
kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena
Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi
mengetahui dari media sosial Termohon dan juga laporan dari Pemohon,
disamping itu pula Termohon suka melakukan kekerasan kepada
Pemohon, seperti menghinan dan merendahkan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar pertengahan tahun
2020 yang lalu, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah

Termohon, Termohon sekarang Tinggal di Xxx;
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- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun,
antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan
sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus,
baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk
mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;

- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon
sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai
dengan Termohon;

- Bahwa saksi juga sering merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan
Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup

lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman
di xxx. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman dekat dari Pemohon dan saksi kenal
kepada Termohon setelah meikah dengan Pemohon;

- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tahu dan
hadir mereka menikah belum lama, yaitu pada tahun 2018 di Wilayah
KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di xxx,
hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan
mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxx;

- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon hanya rukun sebentar saja, sekitar hanya satu minggu saja,
karena sejak tanggal awal bulan Januari 2020 yang lalu rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan perteng-
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karan antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih
dari dua kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita
bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
adalah karena “Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai
seorang istri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering
membantah dan kurang perhatian kepada Pemohon sehingga Termohon
kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena
Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi
mengetahui dari media sosial Termohon dan juga laporan dari Pemohon,
disamping itu pula Termohon suka melakukan kekerasan kepada
Pemohon, seperti menghinan dan merendahkan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar pertengahan tahun
2020 yang lalu, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah
Termohon, Termohon sekarang Tinggal di Xxx;

- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun,
antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan
sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus,
baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk
mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;

- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon
sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai
dengan Termohon;

- Bahwa saksi juga pernah merukunkan dan = mendamaikan Pemohon
dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak
sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon

membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kete-
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rangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, serta telah
mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti
semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;-

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam
berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk
hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti terurai diatas ;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Aga-
ma sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009
perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari
Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang
menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Gaga
Nomor 12 RT.003 RW.004, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota
Jakarta Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Xxx. Sebagaimana
keterangan saksi-saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Pemohon
dan Termohon bertempat tinggal di alamat yang sama yaitu di Kecamatan
Kembangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan di
tempat tinggal Termohon, yang mana Kecamatan tempat tinggal Termohon
adalah Kecamatan Kebon Jeruk atau sama dengan tempat tinggal Pemohon.
Maka sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989
yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula
ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9
tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991
menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat
tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat
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tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon. Sebagaimana surat permohonan
Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi, bahwa Termohon bertempat tinggal
bersama Pemohon di Kecamatan Kembangan, sehingga Pengadilan Agama
Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati
Pemohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti
semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon
baru seumur jagung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum
begitu banyak mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang masih
kecil dan mesih memerlukan bimbingan dari ke dua orng tuanya, kasihan
kepada anak jika terjadi perceraian, karena yang akan menjadi korban dari
perceraian adalah anak itu sendiri, oleh karena itu Pemohon harus sabar dalam
menghadapinya. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan
mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu
Pemobon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi
nasehat Majlis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon
tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Perma nomor 1 tahun
2016 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan
harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses medisi, maka
mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Akan tetapi karena
Termohon telah tidak hadir dipersidangan, maka perintah Perma tersebut tidak
dapat dilaksanakan dengan alasan salah satu pihak terutama pihak Termohon
tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan kete-
rangan saksi-saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.1,
yaitu photo copy bukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon nomor :
0791/102/VII/2018tertanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah
dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah

memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Dengan
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demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah  terikat dalam perkawinan yang syah, oleh karenanya
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan
hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini,
adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh
hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, yaitu “
Termohon memiliki Laki-laki Idaman Lain dan telah memiliki anak dengan laki-
laki tersebut yang hal ini diketahui sendiri oleh Pemohon, pada terjadi
pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon sering melakukan kekerasan
secara verbal seperti merendahkan dan menghina Pemohon, Termohon tidak
patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon kurang mendengarkan arahan atau
nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang tidak dihargai oleh
Termohon dan Termohon kurang terbuka dalam urusan pribadi dan
keuangannya terhadap Pemohon”. Dari akibat perbuatan Termohon tersebut di
atas menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan
demikian Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan tersebut di

atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing
bernama : xxx dan xxx. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah
menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar sejak awal tahun
2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, saksi-saksi pernah mendengar sendiri
adanya perselisihan dan petengkaran, seperti pertengkaran mulut lebih dari
dua kali atau satu tiga pertengkaran. Saksi-saksi juga sering mendapatkan
pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran. Sehingga dengan demikian selain saksi-saksi melihat sendiri
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adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab terjadinya
perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon,
dikarenakan :* Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang
istri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah dan
kurang perhatian kepada Pemohon sehingga Termohon kurang menghargai
Pemohon sebagai suami dan penyebab pertengkaran lainnya adalah karena
Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi mengetahui
dari media sosial Termohon dan juga laporan dari Pemohon, disamping itu pula
Termohon suka melakukan kekerasan kepada Pemohon, seperti menghinan
dan merendahkan Pemohon *“. Saksi-saksi menerangkan bahwa puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak
pertengahan tahun 2020 yang lalu, hingga akhirnya antara Pemohon dengan
Termohon pisah tempat tinggal secara terus menerus, yang pergi
meninggalkan rumah bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah
berjalan hampir tiga tahun tidak pernah bersatu kembali, yang mengakibatkan
Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak ada kebahagiaan lagi hidup
berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa akibat
perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, akhirnya antara Pemohon
dengan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak pisah hingga sekarang sudah
berjalan hampir tiga tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah
bersatu kembali seperti semula, antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada komunikasi lagi, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang
beriktikad baik untuk rukun kembali. Dengan demikian telah membuktikan
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk
disatukan kembali seperti semula, sehingga apa yang di dalilkan oleh
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti adanya, oleh karena
itu permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula saksi-saksi menerangkan
bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati
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Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya,
akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga saksi-saksi baik sebagai keluarga dari
Pemohon atau sebagai tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon
dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak
berhasil karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon dan saksi-
saksi sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon
dengan Termohon, serta menurut saksi-saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut
telah terungkap pakta bahwa : memang benar telah terbukti adanya
perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang sudah sulit untuk
dirukunkan kembali seperti semula. Sehingga alasan alasan-alasan
permohonan Pemohon sebagai mana yang telah diajukan oleh Pemohon di
dalam sidang telah terbukti adanya. Dimana pada dasarnya alasan-alasan
perceraian tersebut diatas telah dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam
sidang dan alasan-alasan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga
menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut yang telah meyakinkan
Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah
mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat baik dari
Pemohon maupun dari Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula.
Begitu juga saksi-saksi menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk
menasehati Pemohon dan Termohon, serta menyatakan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian
pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang
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wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud,
oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagai-
mana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum
Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini
sudah tidak ada lagi cinta mencinta, hormat menghormati dan saling
membantu, oleh karena itu menurut Majlis Hakim rumah tangga tersebut tidak
sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-
Rumm ayat 21 yang berbunyi :

19i8aus) 131531 aSumdil He 25T 15 O aslile Ses
8355 A5 Jass Ladl]
0955835 p3alollY A5 98] 25355

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di
atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram
antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan
sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa
ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi
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rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1),
bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan
surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah
dinazagelen bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal
2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 Huruf (f)
dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam
perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende) ;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No0.397/K/AG/1995 tanggal
26 Maret 1997 mengabtraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak
tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka
rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan
perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39
Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yang

berbunyi sebagai berikut :

&—sr—atigl 99, 2os JL_amo 9 Ol HMWall
ULuDL

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti

dan beralasan adanya serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9

tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
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permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan memberi izin
kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon (Verstek) sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang dimohonkan oleh Pemohon,

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989

ya ng telah di rubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan telah di

rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dimak-
sud harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

Mengadili:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untu
menghadap sidang, tidak hadir

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta
Barat;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari
Rabu tanggal 21 Juni 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 02 Dzuhijah
1444, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch.

Tadjuddin, M.H. dan H. Samsul Fadli, S,Pd.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Putusan nomor : 1814/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs.Moch.Tadjuddin,M.H. H. Samsul Fadli, S,Pd.,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.
Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.00
2. Proses Rp. 75.000.00
3. Panggilan Rp. 450.000.00
4. PNBP Rp.  20.000.00
5. Redaksi Rp. 10.000.00
6. Materai Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 595.000.00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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